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ABSTRAK 

 

 

A. Nama Mahasiswa : Yasin  

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 211020918068 

C. Judul Tesis : Analisis Yuridis Direksi Perseroan 

Terbatas Yang Tidak Menyelenggarakan 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar xvi, Halaman Isi 

Tesis 121, Tahun pembuatan 2023. 
E. Isi Abstrak          : RUPS Tahunan wajib dilaksanakan setiap 

tahunnya dan paling lambat dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah berakhirnya 

tahun buku Perseroan. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan: Direksi 

menyelenggarakan RUPS Tahunan yang wajib diadakan dalam jangka waktu 

paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dengan didahului 

pemanggilan RUPS. Yang menjadi masalah apabila Direksi Perseroan Terbatas 

yang sudah menjabat lebih dari 1 (satu) tahun tidak melaksanakan kewajibannya 

untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan. Dalam penelitian ini, menggunakan 

Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian 

menunjukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur apa upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh pemegang saham dan akibat hukum terhadap Direksi Perseroan 

Terbatas yang tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan. Selain itu, hasil penelitian 

juga menujukan, karena tidak diselenggarakan RUPS Tahunan oleh Direksi 

Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penetapan 

pelaksanaan RUPS LB kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk 

melaksanakan RUPS tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

2724/K/Pdt/2012, menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon 

Kasasi (Direksi PT. HS. Apparet) dan juga Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar 

Nomor: 907/Pdt.P/2018/PN Dps, pada pokoknya mengeluarkan penetapan 

memberi izin kepada pemohon selaku pemegang saham untuk menyelenggarakan 

RUPS Tahunan yang tidak diselenggarakan oleh Direksi Perseroan Terbatas. 

F. Buku : 26 buku (2002-2023), 6 Peraturan 

Perundang-Undangan, 9 Jurnal, 8 

Website/Artikel. 

G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. 
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ABSTRACT 

 

 

A. Nama Mahasiswa : Yasin  

B. Nomor Pokok Mahasiswa : 211020918068 

C. Thesis Title 

 

: Juridical Analysis of Directors of Limited 

Liability Companies Who Not Holding 

Annual General Meeting of Shareholders 

Pursuant to Article 79 paragraph (1) of the 

Law of the Republic of Indonesia Number 40 

of 2007 concerning Limited Liability 

Companies. 
D. Number of Pages : Introduction Page xvi, Thesis Contents Page 

121, Year of manufacture 2023. 
E. Contents of the Abstract       : The Annual GMS must be held every year and 

no later than 6 (six) months after the expiration the Company's financial year. 

Article 79 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 

2007 concerning Limited Liability Companies, determines: Directors organize an 

Annual GMS which must be held within a period of no later than 6 (six) months 

after the end of the financial year, preceded by the summons for the GMS. The 

problem is if the Directors of a Limited Liability Company who have served for 

more than 1 (one) year do not carry out their obligations to hold an Annual GMS. 

In this research, using Normative Juridical Research Method with literature study. 

Research result refers to the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 

regarding Limited Liability Companies does not stipulate what legal remedies can 

be taken by shareholders and the legal consequences for the Directors of Limited 

Liability Companies who do not hold Annual GMS. In addition, the results of the 

study also show that because the Board of Directors of a Limited Liability 

Company does not hold an Annual GMS, shareholders can submit an application 

to determine the implementation of an Extraordinary GMS to the District Court so 

that they are granted permission to hold the GMS. Supreme Court Decision 

Number: 2724/K/Pdt/2012, rejecting the cassation request filed by the Cassation 

Appellant (Directors of PT. HS. Apparet) and also Denpasar District Court 

Decision Number: 907/Pdt.P/2018/PN Dps, in essence issue a stipulation granting 

permission to the applicant as a shareholder to hold an Annual GMS that is not 

held by the Directors of a Limited Liability Company. 

F. Buku : 26 buku (2002-2023), 6 Peraturan 

Perundang-Undangan, 9 Jurnal, 8 

Website/Artikel. 

G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. 
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